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Kata Kunci . Hadanah; Anak belum-Mumayyiz*‘Putusan Mahkamah
Syariyyah”

Apabila suami istri bercerai dan mereka memiliki seorang anak yang belum
mumayyiz, belum berumur 12 tahun. Maka hak asuh anak tersebut haruslah
dinyatakan secara jelas dalam suatu putusan. Berdasarkan Pasal 105 KHI
disebutkanbahwa “anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum berumur
12 tahun hak asuhnya diberikan kepada si ibu”. Namun dalam putusan Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS-Bna yang menetapkan hak asuh anak yang belum
mumayyiz atau anak yang belum berumur 12 tahun diberikan kepada si ayah
(pemohon). Dalam hal ini peneliti ingin meneliti permasalahan terkait dengan
Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam Putusan
Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna Memberikan Hak Asuh anak yang Berumur 8
Tahun Kepada Ayahnya, serta Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan
Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor
0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna Memberikan Hak Asuh Anak yang Berumur 8 Tahun
Kepada Ayahnya. Metode penelitian yang-penulis gunakan yaitu menggunakan
pendekatan kasus adapun jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif.
Berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor
0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna Memberikan Hak Asuh anak yang Berumur 8 Tahun
kepada Ayahnya. Hal ini berdasarkan pertimbangan majelis hakim yaitu anak
tersebut telah diasuh oleh pemohon atas dasar telah diserahkan kepada pemohon
sejak umur 2,5 tahun dan tidak ada hal-hal yang menyimpang dari kepatutan dan
kewajaran terhadap anak tersebut, kemudian termohon tidak pernah menjenguk
anaknya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa
putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor
0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna sesuai dengan hukum Islam karena mengandung
kemaslahatan terhadap anak tersebut, dikarenakan termohon tidak pernah
mengunjungi anaknya selama dibawah pengasuhan pemohon. Termohon juga
tidak hadir sekalipun dipersidangan dan juga tidak pula meminta anak tersebut
untuk diasuh oleh termohon.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987

Konsonan
Arab Latin Ket No | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan
| dilambang 16 h t titik di
kan bawahnya
z dengan
< B 17 b z titik di
bawahnya
& i 18 g ‘
s dengan
& $ titik di 19 & G
atasnya
z J 20 o F
h dengan
d h titik di 21 a3 Q
bawahnya
¢ Kh 22 d K
3 D 23 J L
z dengan
3 Z titik di 24 a M
atasnya

vii




10 J R 25 O N
11 J Z 26 3 W
12 o S 27 ° H
13 o Sy 28 s ’
s dengan
14 ol $ titik di 29 < Y
bawahnya
d dengan
15 ol d titik di
bawahnya
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti-vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda N, Huruf Latin
Fathah A
Kasrah !
Dammah U

b. Vokal Rangkap

viii



Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Gab Huruf
abunganHuru
danHuruf Nama g
% Fathah dan ya Ai
5 Fathah dan wau Au
Contoh:
s < kaifa Js :haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf dan
Nama
Huruf Tanda
Fathah dan alif =
‘é/" A
atau'ya
S Kasrah dan ya I
e Dammah dan waw U
Contoh:
J&  :qala
@) Lrama
J8 i gila

-

Js& :yaqilu



4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Tamarbutah (¢) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkatfathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati
Ta marbutah (() yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah () diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
JukY) dd) : raudah al-agfal/ raudatul agfal
B sialldisaall - al-Madiah al-Munawwarah/
al-Madmmatul Munawwarah
dall . ralhah
Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn
Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadanah adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya mengasuh anak,
memeluk anak.! Hadanah menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
kewajiban memelihara, mendidik dan mengatur segala kepentingan atau
keperluan anak yang belum mumayyiz, pengasuhan.?

Sayyid Sabiq dalam bukunya Figh.Sunnah memberikan definisi hadanah
adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang-masih kecil laki-laki atau
perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa perintah padanya,
menjadikan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya, dari suatu
menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu
berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.®

Dalam hukum Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik,
mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua
sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan
terpuji bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem
pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sampai-
sampai di ibaratkan bahwa surga. dan neraka anak tergantung pada orang
tuanya. Maksudnya adalah untuk melahirkan anak yang menjadi generasi insan
ya Rabbani yang beriman, bertagwa, dan beramal Shaleh adalah tanggung jawab
orang tua.*

Para ulama sepakat bahwa pemeliharaan anak setelah terjadinya

perceraian itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya

'Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus
Wadzurrizyah,1972). him.104

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi
Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008) him.472

®Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Figh
assunnah, (Bandung: PT al-ma’arif,1980), cet. Ke-8, him.173.

*Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, dan Husni A. Djalil, Buku Daras Hukum
Keluarga(Banda Aceh:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniry,2014),him.98.
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selama berada dalam ikatan perkawinan. Apabila kedua orang tua si anak sama-
sama memenuhi syarat untuk mendapatkan hadanah, maka yang paling berhak
mendapatkan hadanah itu adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih mengetahui
dan mengerti kebutuhan anak, ibu juga lebih memiliki rasa kasih sayang
dibandingkan ayahnya.’

Mengenai keutamaan ibu untuk melakukan hadanah telah disebutkan

dalam sunan Abu Daud yang dimana sabda Nabi Saw:®
sk S35 sei¥ sa g ekl 0e A B Ll Wi 2 Beak Wis

- -

W& 51 Of bl Jguy § S8 815a1 OF 9,08 o3 ) L& o> 12 Ayl B8 ol

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As
Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu ‘Amr Al Auza'i,
telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu‘aib, dari ayahnya dari kakeknya
yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah,
sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susuku adalah
tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah
menceraikannya ‘dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah
shallallahualaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya
selama engkau belum menikah. (HR. Abu Daud).

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa keutamaan hak ibu untuk
melakukan hadanah hanya ditentukan oleh dua syarat, yaitu: dia belum menikah
lagi dan memenuhi syarat untuk melakukan hadanah. Bila kedua atau salah satu

syarat tersebut tidak terpenuhi maka ibu tidak lebih berhak dari ayah. Hal ini

>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinanlslam di Indonesia, antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2006), him. 328-329.
®Abu Daud, Sunan Abu Daud, ( Beirut : Dar al-kutub al-ilmiyah, 2011), him. 263.



merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan hadanah kepada

ayah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, disebutkan mengenai hal-
hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak suami setelah perceraian
sebagai berikut:

1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua. biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang-diperlukan anak, bilamana dalam kenyataan bapak tidak
dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa
istri dapat memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”

Dalam Kompilasi. Hukum™ Islam ‘pasal. 105 menyatakan bahwa
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 Tahun adalah hak
ibunya, akan tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan belum sesuai dengan
aturan tersebut karena masih ada sebagian ibu yang merasa berhak untuk
mengasuh anak-anaknya namun hak tersebut jatuh kepada sang Ayah sesuai
dengan putusan majelis hakim.

Seorang hakim memutuskan bahwa sang Ayah yang berhak
mendapatkan hak asuh anak tersebut walaupun usia anak belum mumayyiz atau
di bawah umur. Sedangkan istilah fikih pemeliharaan anak setelah perceraian
disebut (Hadanah). Dalam arti yang lebih lengkap nya adalah pemeliharaan anak
yang masih kecil atau dikatakan belum mumayyiz setelah terjadinya perceraian.

Hal ini dibicarakan di dalam fikih karena secara praktis antara suami dan isteri

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Pasal 41.



telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah
dan ibunya.?

Namun yang perlu ditegaskan disini adalah bahwa terdapat perbedaan
antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil dan tanggung jawab
yang bersifat pengasuhan. Tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil
dalam konsep Islam merupakan kewajiban ayah, sedangkan tanggung jawab
pemeliharaan yang bersifat pengasuhan adalah tanggung jawab ibunya. Dalam
berbagai literature fikih yang paling berhak atas pengasuhan anak diberikan
kepada ibu selama anak tersebut belum mumayyiz, dan apabila anak tersebut
sudah mumayyiz, maka anak tersebut disuruh memilih kepada siapa diantara
ayah dan ibunya.

Namun dalam putusan yang saya dapatkan di Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna hak asuh anak yang belum
Mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun diberikan kepada si ayah
(pemohon). Hal ini tentunya tidak sesuail apabila kita merujuk ketentuan yang
ditentukan dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam, sebagaimana isinya
menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak
ibunya. Sedangkan anak yang telah mumayyiz atau berusia 12 tahun diserahkan
kepada anak untuk memilih diantara-ayah dan ibunya. Sebagai pemegang
pemeliharaanya. Maka dari pada. itu. penulis tertarik untuk menganalisis
mengapa seorang hakim memberikan hak asuh anak yang berumur 8 (delapan)
tahun kepada pemohon (ayahnya) dan apa alasan hakim menetapkan sang ayah
berhak mengasuh anak tersebut.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji
dan meneliti tentang PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH
UMUR KEPADA AYAHNYA AKIBAT PERCERAIAN (Analisis Putusan
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna)

8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., him.327-328



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan yang

menjadi permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh dalam Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna Memberikan Hak
Asuh anak yang Berumur 8 Tahun Kepada Ayahnya ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Majelis
Hakim Mahkamah Syar’iyah’ Banda Aceh dalam Putusan Nomor
0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna Memberikan Hak Asuh Anak yang Berumur 8
Tahun Kepada Ayahnya ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian studi kasus ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim
Mahkamah Syar’iyah  Banda’ Aceh ~dalam Putusan Nomor
0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna Memberikan Hak Asuh Anak yang Berumur 8
Tahun Kepada Ayahnya.

2. Untuk Menganalisis Bagaimana  Pandangan/Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pertimbangan Majelis_Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh dalam Putusan Nomor 0200/Pdi.G/2015/Ms-Bna Memberikan Hak
Asuh Anak yang Berumur 8 Tahun Kepada Ayahnya.

D. Penjelasan Istilah
1. Hak asuh anak

Dalam hukum Islam hak asuh disebut juga dengan hadanah. Secara
etimologis, hadanah ini berarti di samping atau di bawah ketiak. Sedangkan

secara terminologisnya, hadanah merawat dan mendidik seseorang yang belum



mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa
memenuhi keperluannya sendiri.’
2. Anak di bawah umur
Adapun yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.
35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002
Tentang perlindungan anak. Pasal 1 (Ayat 1) Anak adalah seorang yang belum
berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.®
3. Perceraian
Perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil
dari kata (itlak), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam
istilah syara’ talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya

hubungan perkawinan.™*

E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat dan

mengetahui persamaan dan perbedaan-antara objek penelitian penulis dengan
penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain, agar terhindar dari
duplikatif. Dengan berdasarkan kajian kepustakaan yang penulis lakukan, maka
penulis akan menguraikan penelitian. yang membahas tentang hak asuh anak
kepada ayahnya akibat perceraian, yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dede Nurzakiah, Mahasiswi Fakultas
Syariah Jurusan Hukum Keluarga tahun 2017 yang berjudul “Dampak Nusyuz
Istri Terhadap Hak Hadhanah (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh)”. Penulisan skripsi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pertimbangan hakim dalam menetapkan hak hadhanah anak terhadap istri yang

nusyuz. Dan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam dan hukum

°Abdul Aziz Dahlan, Ensikkopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe,
1994), him.415.

%Yndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaga Negara Tahun 2014, No.297,
Tambahan Lembaran Negara No.5606

Y150emiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, him. 81-83.



positif dalam penetapan hak hadhanah anak terhadap istri yang nusyuz.?
Adapun dalam skripsi ini lebih membahas kepada pertimbangan hakim terhadap
istri yang nusyuz dan lebih kepada perspektif hukum islam dan hukum positif
dalam penetapan hak hadhanah anak. Sedangkan skripsi penulis lebih
membahas kepada analisis penulis terhadap putusan hakim.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Reza Maulana, Mahasiswa Fakultas
Syariah Jurusan Hukum Keluarga Tahun 2016 yang berjudul “Kebijakan
Hakim Mengenai Hak Memilih Bagi Anak Mumayyiz di Mahkamah Syari’ah
Banda Aceh”. Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui
kebijakan hakim mengenai hak asuh bagi anak mumayyiz dan perlindungan
hukum bagi anak yang belum menentukan sikap/pilihan yang tidak disebutkan
dalam putusan hakim keberadaan pengasuhannya di antara di bawah asuhan ibu
atau ayahnya.”® Adapun dalam skripsi ini lebih membahas kepada anak yang
mumayyiz. Sedangkan skripsi penulis lebih membahas kepada anak yang belum
mumayyiz.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Maulina Syahfitri, Mahasiswi Fakultas
Syariah Hukum Keluarga Tahun 2016 yang berjudul “Batas Masa Hadanah
(Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)”. Dalam penulisan skripsi ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Mazhab maliki terhadap batas
masa hadhanah yang menjadi. kewajiban orang tua dalam mengasuh anak,
pertimbangan Mazhab Maliki dalam menentukan batas masa hadanah,
perbedaan pendapat Mazhab Maliki dengan mazhab-mazhab lain serta

perundang-undangan yang berlaku di indonesia dalam menentukan batas masa

?Dede Nurzakiah, Dampak Nusyuz Istri Terhadap Hak Hadhanah (Studi Kasus di
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh), skripsi (Yang Tidak Dipublikasikan), (Banda Aceh:Fakultas
Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh,2017).

¥Reza Maulana, Kebijakan Hakim Mengenai Hak Memilih bagi Anak Mumayyiz Di
Mahkamah Syariah Banda Aceh, Skripsi (Yang Tidak Dipublikasikan), Banda Aceh:Fakultas
Syari’ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
2016)



hadanah.** Adapun dalam skripsim ini lebih membahas kepada batas masa
hadanah menurut pendapat mazhab maliki dan lebih membahas kepada
perbedaan pendapat Mazhab Maliki dengan mazhab-mazhab lain serta
perundang-undangan. Sedangkan skripsi penulis lebih membahas kepada
penetapan hak hadanah yang belum mumayyiz dan hanya berfokus kepada
putusan hakim,

Kempat, skripsi yang ditulis oleh Siti Nursyafigah Binti Ismail,
Mahasiswi Fakultas Syariah Hukum Keluarga Tahun 2018 yang berjudul
“Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen
Keluarga Islam Pulau ‘Penang No.5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Figih
Mazhab)”.Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
ketentuan enakmen Keluarga Islam Pulau Penang No.5 Tahun 2004 mengenai
hadhanah, dalam skripsi ini menjelasakan bahwa menurut kajian figih mazhab
dan enakmen Keluarga Islam Pulau. Penang. Terdapar persamaan dalam
penetapan hal-hal yang bisa mengugurkan hak ibu adalah jika ibu mengidap
penyakit yang berbahaya, dan jika tbu seorang yang fasik atau pengetahuan
agamanya kurang dan jika ibusudah menikah lagi. Jadi hal-halini bisa
mengugurkan hak ibu sebagai hadhanah jika ibu dengan sengaja melakukan hal-
hal tersebut.">Sedangkan skripsi_penulis lebih membahaskepada penetapan hak
hadanah yang belum mumayyiz dan hanya berfokus kepada putusan hakim.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rizki Amelia, Mahasiswi Fakultas Syariah
Hukum Keluarga Tahun 2018 vyang berjudul “Hak Hadhanah Menurut
Ketentuan Figih(Analisis Putusan Mahkamah Syari’yah Jantho Nomor
200/Pdt.G/2015/MS.Jth) ”. Dalam Penulisan Skripsi Ini Bertujuan untuk

“Maulina Syahfitri, “ Batas Masa Hadanah (Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab
Maliki)”, Skripsi (Yang Tidak Dipublikasikan, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum
prodi Hukum keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh,2016)

>Siti Nursyafigah Binti Ismail, “Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu
(Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Penang No.5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Figih
Mazhab)”, skripsi (Yang Tidak Dipublikasikan), (Banda Aceh:Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2018. him 6.



mengetahui  bagaimana penyebab hakim memutuskan putusan No.
206/Pdt.G/2015/MS. Jth adalah demi kepentingan anak itu sendiri, disisi ini
hakim  menganggap seorang ibu tidak dapat dipercaya sebagai seorang
pengasuh. Dan keputusan hakim yang menetapkan hak hadhanah kepada ayah
menurut  penelitian telah sesuai dengan konsep islam, meskipun dalam
kompilasi hukum islam dijelaskan hak hadhanah hak hadhanah anak yang belum
mumayyiz adalah hak ibunya, akan tetapi konsep islam juga memberikan
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang
pengasuh.'®Sedangkan skripsi penulis lebih membahas kepada penetapan hak
hadanah yang belum-mumayyiz dan hanya berfokus kepada putusan hakim.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muntaha, Mahasiswa Fakultas
Syariah Jurusan Hukum keluarga tahun 2017 yang berjudul “Hak Hadhanah
Anak Dalam Keluarga Beda Agama ( Studi Khasus Desa Getasan, Kecematan
Getasan, Kabupaten Semarang) . Dalam penulisan skripsi ini membahas bagai
mana penerapan hak hadhanah anak dalam keluarga beda agama dalam skripsi
ini juga membahas bagaimana penerapan hak hadhanah anakdalamkeluarga
beda agama dalam perspektif hukum islam."’Sedangakan dalam skripsi penulis
lebih membahaskepada penetapan hak hadanah yang belum mumayyiz dan
hanya berfokus kepada putusan hakim:

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Mansari, Tahun 2013 Program Studi
Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syar’iah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry
Banda Aceh dengan judul “ Pemberian Hak Hadhanah Kepada Ayah (Analisis
Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) berisi tentang landasan teori seputar

hak asuh (hadhanah) anak meliputi pengertian hadhanah, dasar hukum

1°Rizki Amelia, “Hak Hadhanah Murut Ketentuan Figih ( Analisis Putusan Mahkamah
Syari’yah Jantoh Nomor 206/Pdt.G/2015/MS.Jth)”, skripsi (Yang Tidak Dipublikasikan),
(Banda Aceh:Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh,2019.him 4.

"Ahmad Muntaha, “Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama ( Studi
Khasus Desa Getasan, Kecematan Getasan, Kabupaten Semarang). (SkripsiYang
Dipublikasikan). (Semarang:Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Salatiga Prodi Hukum
Keluarga, Institut Agama Islam Salatiga Semarang,2017, him 5.
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hadhanah, syarat-syarat hadinah dan hadin, serta analisa pertimbangan-
pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan-putusan hadhanah anak yang
belum mumayyiz kepada bapaknya. Dari hasil penelitian tersebut dapat
disimpulkan bahwa majelis hakim menyerahkan anak kepada ayah dikarenakan
adanya persetujuan antara suami dan istri untuk menempatkan anak di bawah
asuhan ayah pada tahap pemeriksaan perkara, dan disebabkan oleh karena faktor
kedekatan antara anak dengan ayahnya.'® Hasil penelitian ini memiliki
persamaan dan perbedaan dengan-penelitian yang sedang penulis lakukan.
Adapun persamaanya adalah sama-sama membahas. tentang siapa yang paling
berhak untuk melakukan hadhanah setelah terjadinya perceraian. Sedangkan
perbedaanya adalah bahwa penelitian di atas melihat pertimbangan Putusan
Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam memberikan Hak Asuh Anak
yang berumur 8 Tahun Kepada Ayahnya. Sedangkan penelitian penulis adalah
menjelaskan pertimbangan majelis hakim mahkamah syar’iyah banda aceh
dalam putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna memberikan Hak Asuh Anak
yang berumur 8 Tahun Kepada Ayahnya serta menjelaskan tentang Tinjauan
Hukum Islam terhadap pertimbangan majelis hakim mahkamah syar’iyah banda
aceh dalam putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna memberikan Hak Asuh
Anak yang berumur 8 Tahun Kepada Ayahnya.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu proses, Yyaitu suatu rangkaian

langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematik, untuk memperoleh
pemecahan masalah atau jawaban terhadap penyataan tersebut.*

Dalam sutau penelitian metode sangat penting untuk dapat dijadikan
sebagai pegangan agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat

®Mansari, Pemberian Hak Hadhanah Kepada Ayah (Analisis Putusan Hakim
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Skripsi yang tidak dipublikasikan) Fakultas Syar’iah dan
Ekonomi Islam Jurusan Syar’ah Ahwal al-Syakhsiyah UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2013, him 4.

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum(Bandung: Pustaka Setia,2008), him .
18.
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dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi dibutuhkan agar penelitian
yang dilakukan terlaksana dengan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan yang
berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang
meliputi:
1. Pendekatan penelitian
Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnnya. Adapun jenis
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitupendekatan kasus(case
opproach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang
menjadi kajian pokok di dalm pendekatan kasus adalah ritio decidendi atau
reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.?
2. Jenis Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam
sebuah penelitian. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian
kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan
menganalisis fenomena, persitiwa, aktifitas social, sikap, kepercayaan, persepsi
dan orang secara individual. maupun kelompok. Penelitian ini bertujuab untuk
mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.*
3. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber

pertamanya atau bahan hukum yang mempunyai otoritas.?? Dalam penelitian ini

“pete Mahmud marzuki, penelitian hukum edisi revisi(Jakarta: kencana prenada media
group, 2005), him. 93-94.

“!Nana syaodin sukmadinata, metode penelitian pendidikan (bandung: remaja
rosdakarya, 2009), him. 60.

“27ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2010,) him 47
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adapun data primer peneliti ambil dari putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh
No 0200/pdt.G/2015MS-Bna, dan perundang-undangan yang ada di indonesia,
Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan 156 mengenai hak hadanah anak yang
belum mumayyiz, dan juga kasus.
b. Sumber Data Sekunder
Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah
buku-bukuan dokumen resmi atau tulisan-tulisan ilmiah, publikasi, dan hasil
penelitian.”® Dan semuanya merupakan data yang diperoleh dari bahan
kepustakaan di antaranya-berasal dari buku Figh Munakahat, karangan Tihami
& Sohari Sahrani,-Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, karangan Amir
Syarifuddin, dan masih banyak buku yang lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dianalisis dengan studi kepustakaan dengan
cara mempelajari putusan hakim Nomor: 0200/pdt.G/2015/MS-Bna, membaca
buku tentang kitab-kitab yang berkaitan dengan hadanah pengarangnya Sayyid
Sabiq, Pengarang Wafa’ binti Abdul Aziz as-Suwailim, dan Kompilasi Hukum
Islam.
5. Objektivitas dan Validitas Data
Validitas data merupakan Ketetapan antara data yang terjadi pada objek
penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.?* Jadi validitas data
mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data
penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan
antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang
diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan
proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait permasalahan Hak Asuh
Anak di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna.

%1bid, him. 1086.
#*sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,2013), him 117-119.
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6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan tekni analisis contant
(analisis isi), yaitu metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan
atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen (teks). Kemudian data
tersebut disusun, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah
yang ada.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berpanduan kepada penulisan
karya tulis ilmiah mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Darussalam Banda Aceh-Tahun 2014, dan dalam. menterjemahkan ayat Al-
qur’an yang digunakan dalam skripsi ini penulis berpedoman dalam Al-qur’an
dan terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2012.

7. Pedoman penulisan

Setiap penulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun
buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku
pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Dan Hukum
Universitas Islam Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019 sebagai

rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memperoleh gambaran 'yang'sistematis maka skripsi ini disusun

dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,
metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan yang membahas hadanah dalam
hukum Islam meliputi pengertian hadanah, dasar hukum hadanah, rukun dan
syarat hadanah, batas usia mumayyiz, dan hak hadanah dalam UU perkawinan,
dan KHI.

Bab tiga, merupakan analisis putusan hakim pada putusan Nomor
0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna yang terdiri dari profil Mahkamah Syar’iyah,
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Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna, Tinjauan
hukum Islam terhadap pertimbangan hakim, Analisis penulis pada putusan
Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna.

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan

diakhiri dengan saran.



BAB DUA
KONSEP HADANAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Hadanah

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan hadanah. Secara
etimologis, hadanah ini berarti “ di samping” atau berada “ di bawah ketiak”.
Sedangkan secara terminologisnya, hadanah merawat dan mendidik seseorang
yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka
tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.?

Para ulama sepakat-bahwasanya hukum hadanah, mendidik dan merawat
anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadanah ini menjadi hak
orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki
misalnya berpendapat bahwa hak hadanah itu menjadi hak ibu sehingga dia
dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, hadanah itu
menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah a-
Zuhaily, hak hadanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika
terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan
sianak.?®

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian hadanah di dalam istilah fikih
digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalah
dan hadz‘mah.”Yang dimaksud dengan hadanah dan kafalah dalam arti
sederhana adalah “pemeliharaan™ atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih
lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi putusnya
perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami
dan isteri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan

dari ayah/ibunya.

®Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam(Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve,1999), him.415.

“Martiman Prodjohamidjodjo, Hukum Perkawinan Indonesia(Jakarta:Indonesia Legal
Center Publishing, 2002), him.65

2T Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., him.327.
15
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Hanafi berpendapat, bahwa hadanah ialah: sebagai usaha mendidik anak
yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak mengasuh. Hadanah adalah
kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu
berdiri sendiri, dari pengertian hadanah tersebut telah dapat dipahami bahwa
masa atau batas umur hadanah adalah bermula saat ia lahir, yaitu saat dimana
diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun
pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat
berdiri sendiri serta mampu mengurus-sendiri kebutuhan jasmani maupun
rohaninya.”®

Seorang Hadhin ' (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan
kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan
kecakapan. Kecukupan ini memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat
tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah kebolehan menyelenggarakan
hadanah.?Adapun syarat-syarat tersebut diantaranya:

1. Berakal sehat. Bagi orang yang kurang sehat akalnya atau gila, tidak boleh
menangani hadanah. Karena mereka tidak dapat-mengurusi dirinya sendiri,
maka dia tidak boleh diserahi mengurusi orang lain. Seseorang yang tidak
memiliki sesuatu tentu dia tidak dapat memberi sesuatu pun kepada orang
lain.

2. Dewasa. Karena anak kecil pun mumayyiz, tetap membutuhkan orang lain
yang mengurusinya dan mengasuhnya. Karena itu, dia tidak boleh
menangani urusan orang lain.

3. Mampu mendidik. Tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang buta atau
rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk
mengurus anak kecil, sudah berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu

diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga

*®3ayyid Sabiqg, Figih Al-Sunnah 111, Terj. Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara
2006), him. 246.
#|bid;hIm.241.
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merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal
bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah
kepada anak-anak sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat
kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara
sempurna dan menciptakan suasana kurang baik.*

4. Amanah dan berbudi. Sebab orang yang curang tidak dapat dipercaya untuk
menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila
nantinya si anak dapat meniru-atau berkelakuan seperti kelakuan orang-
orang curang tersebut. Dalam hal ini, IbnuQayyim berkata : bahwa
sebenarnya tidaklah pengasuh itu disyaratkan harus adil. Hanya murid-
murid Imam Ahmad dan Syafi’i dan lain-lainnyalah yang mensyaratkan
demikian.**

5. Beragama Islam. Anak kecil Muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang
bukan Muslim, sebab hadanah merupakan masalah perwalian sedangkan
Allah 'tidak membolehkan seorang mukmin ‘di bawah perwalian orang

kafir.%

B. Dasar Hukum Hadanah
Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab kalau

mengabaikannya berarti menghadapkan-anak-anak yang masih kecil kepada
bahaya kebinasaan.*® Hadanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil,
karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan
orang yang mendidiknya. lbunyalah yang berkewajiban melakukan hadanah
Rasulullah SAW.Bersabda:

**Ibid., him. 176.

*!bid

¥2Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat : untuk fakultas syariah komponen
Mdkd ..., him. 178.

*Ibid., 178.
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Dari Abdullah Bin Amr r.a. bahwa seorang perempuan berkata kepada
Nabi, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang
mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang
memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau
mengambilnya dariku.”Lalu Rasullulah SAW. Bersabda kepadanya, “engkau
yang lebih berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah.” (Hadis ini
dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihagi, Hakim dan ia mensahihkannya).*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak
dalam hal pengasuhan anak, apabila bapak hendak mencabutnya dari tangan
ibunya, wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya bahwa dia yang lebih
berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Mengenai ibu lebih berhak dari bapak
dalam hal pengasuhan anak itu, tidak terdapat ikhtilaf dikalangan ulama.

Anak yang masih kecil memiliki hak hadanah. Karena itu, ibunya
diharuskan ‘melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang
lain yang bisa melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar hak atas pemeliharaan
dan pendidikannya itu tidak sia-sia. Jika hadanah nya dapat ditangani orang lain,
misalnya bibi perempuan dan dia rela-melakukannya, sedangkan ibunya sendiri
tidak mau, maka hak ibunya untuk mengasuh anaknya sendiri gugur dengan
sebab bibi perempuan yang mengurus anak tersebut pun mempunyai hak
hadanah (mengasuh).

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan
ibu bapaknya, karena pengawasan dan perlakuan keduanya secara baik dapat

menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta

**Muhammad Nasruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, terj Abd Mufid Ihsan dan
M.Soban Rohman, Cetakan Il (Jakarta:Pustaka Azzam,2007). him.47.



19

mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan
datang.*

Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu
diutamakan untuk mengasuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu
mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan
tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya. Ibu juga mempunyai lebih banyak
waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapaknya. Karena itu peran ibu
sangatlah penting dalam mengatur kemaslahatan sianak.

Kalau ibunya itu setelah bercerai, lalu menikah lagi dengan lelaki lain,
sedangkan anak itu-belum mumayyiz atau masih 8 (tahun) maka ayahnya yang
lebih berhak dan pantas mendidik kalau ia meminta atau bersedia mendidiknya.
Bila bapaknya tidak bersedia maka yang berhak mendidiknya adalah bibinya
sendiri (saudara perempuan ibunya).*

Rasulullah bersabda:
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Dari Abu Hurairah ra. Bahwa seorang perempuan pernah berkata:Ya
Rasulullah, suamiku ingin membawa pergi anakku padahal diaseorang anak
yang mampu memberi manfaat kepadaku, mengambilkan airminum dari sumur
Abu Inabah. Setelah itu suaminya pun datang. Nabi Shallallaahu ‘'alaihi wa
Sallam bersabda: wahai anak muda, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah
tangan salah satu daripada mereka seperti mana yang engkau inginkan. Dia

*1bid.

*Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat: untuk fakultas Syariah Komponen
Mdkd.hlm.173.
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kemudian memegang tangan ibunya dan langsung dibawa pergi. (HR. Imam
Ahmad dan Al-Arba’ah, dinilai shahih oleh Al-Tirmidzi:1182).%
Dalam hadis ini dijelaskan bahwa anak kecil yang sudah dewasa dan

mumayyiz dan mengerti dengan diri sendiri, dia boleh memilih siapakah yang
akan mengasuhnya, antara ibu atau ayahnya. Kemudian jika kasus sang bapak
tidak ada atau tidak bersedia memelihara sang anak, di saat ibunya itu menikah
lagi ataupun sudah meninggal dunia, maka yang pantas memelihara anak
tersebut adalah bibinya (saudara perempuan ibunya), bibinya yang akan
mengambil tempat sang ibu, sesuai yang dijelaskan dalam hadis Nabi sebagai
berikut:

&/
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Dari al-Barra' Ibnu 'Azb bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam telah
memutuskan puteri Hamzah agar dipelihara saudara perempuan ibunya. Beliau

bersabda: "Saudara perempuan ibu (bibi) kedudukannya sama dengan ibu.
(Riwayat Bukhari)®

Dalam firman Allah juga disebutkan, QS.At-Tahrim:

a3 G Oylaass ; r‘f

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa
ang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan. (QS.At-Tahrim:6).

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt. untuk memelihara

keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya

%'Syekh Abu Abdullah bin abd al-Salam ‘Allusy, Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-
Maram (Terjemahan: Ibanatu Al-Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram) Jilid 3. Al-Hidayah
Publication (Penerbit Asal; Dar al-Haramain, Jeddah): 2010), him.635.

*|bnu Hajar Al-AsQalani, Bulughul Maram. Trj. Yayan Suryana, Edisi 111. hIm.489.
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itu melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah,
termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Mengasuh anak-anak
yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti
menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadanah
merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena iya membutuhkan
pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya.
Dalam kaitan ini, terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadanah
Rasulullah Saw bersabda yang artinya : Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap

anaknya.*

C. Rukun dan Syarat Hadanah
1. Rukun Hadanah

Dalam buku Amir Syarifuddin Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
menyebutkan rukun hadanah ada 2 yaitu :
a. Orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin.

b. Anak yang diasuh disebut madhun’
2. Syarat-Syarat Hadanah

Supaya pemeliharaan dapat berhasil dan berjalan dengan baik maka
diperlukan syarat-syarat bagi hadhinin (bapak asuh) hadhinan (ibu asuh).
Jika syarat-syarat hadanah itu tidak dipenuhi, maka gugurlah hak hadanah.
a. Syarat dari yang mengasuh

Mengenai syarat-syarat bagi si pengasuh baik orang tua (Ayah dan Ibu),
maka penulis mengemukakan beberapa pendapat fugaha’ yaitu :

1. Abdul Azis Dahlan buku Ensiklopedia Hukum Islam, menyebutkan

syarat umum bagi wanita dan pria yaitu :
a. Baliq;
b.Berakal,

*Tihami dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat: Kajian Fikih Nikah
Lengkap(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010).him.217.

©Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Kencana:Prenada
Media,2006),cet.ke-3.him.328.
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c. Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik
anak;

d.Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik;

e. Harus beragama Islam.*!

2. Wahbah Zuhaily, dalam bukunya Figh Islam Wa Adillatuhu, ia

menyebutkan pengasuh anak yaitu :

a. Syarat khusus untuk pengasuh wanita atau ibu adalah :
(1) Wanita itu tidak menikah kembali dengan laki-laki lain. Hal

ini sejalan dengan hadist rasul.
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Kamu lebih berhak selagi belum menikah.

(2) Wanita itu harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang
dipeliharanya.

(3) Wanita itu tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah.

(4) Wanita tidak dapat mengasuh anak-anak dengan sikap yang tidak
baik, seperti pemarah, orang yang dibenci oleh anak tersebut atau
membenci anak-anak. "’

3. Abdul azis dahlan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, syarat
khusus untuk pengasuh wanita, menurut ahli figh adalah:

a. Wanita itu belum kawin setelah dicerai oleh suaminya;
b. Wanita itu harus mahram atau muhrim dari anak tersebut;
c. Pengasuh itu tidak mengasuh anak tersebut dengan marah dan

kebencian;

“Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta:lchtiar Baru Van
Hoeve,1999),cet ke-3.him 417.

*\Wahbah al-Zuhaili, Figh al-1slam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet.
ke-1, h.68-69.
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d. Apabila anak itu masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya,
tapi air susunya tidak ada atau ia enggan menyusukan anak itu,
maka ia tidak berhak menjadi pengasuh anak itu.*

4. Syarat-syarat khusus untuk pengasuh pria, dalam buku Wahbah Al-

Zuhaili, Figh al-Islam wa Adillatuhu yaitu:

a. Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, dikawatirkan apabila
anak itu wanita cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan
menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh;

b. Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh
anak-tesebut seperti ibu, bibi, atau istri-dari laki-laki tersebut,
alasannya seorang laki-laki tidak mempunyai kesabaran untuk
mengurus anak tersebut, berbeda dengan kaum perempuan.**

Syarat khusus bagi laki-laki, menurut para ahli figh yaitu:

a. Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak itu
seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut;

b. Apabila anak itu wanita disyaratkan berusia 7 tahun sehingga tidak
menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh.

Sayyid ‘sabiq dalam buku-figh sunnahnya menyebutkan syarat-syarat

pengasuhan anak itu ada 5 yaitu:

a. Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal atau gila keduanya tidak
boleh menangani hadanah, kerena mereka tidak mampu mengurus
dirinya sendiri, maka tidak boleh pula diserahi tanggung jawab untuk
orang lain.”

b. Dewasa atau baligh, sebab anak kecil sekalipun ia telah mumayyiz, ia
tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya.

Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain;

*Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam ..., HIm. 418.
*Wahbah al-Zuhaili, Figh al-Islam wa Adillatuhu. .., HIm. 69-70.
**Sayyid Sabiq, op.cit, h.26.
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Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, pengasuh anak tidak
boleh diserakan kepada orang buta, rabun,sakit menular, atau penyakit
yang melemaskan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil,
tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang
yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga merugikan anak
kecil yang diurusnya. Bukan orang yang tinggal bersama orang sakit
menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun ia
keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu
tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan
menciptakan.. suasana yang tidak baik. Hal seperti ini besar
kemungkinan sang anak tidak mendapat pendidikan yang memadai.
Amanah dan berbudi pekerti baik, perempuan yang tidak memegang
amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik,
maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak
kecil.

Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh
diasuh oleh orang yang non muslim, karena pengasuhan anak
merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Allah
tidak  membolehkan . orang - mukmin diasuh oleh orang Kafir.

Sebagaimana firman Allan SWT dalam surat an-Nisa ayat 141:
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(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang
akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi
bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut
berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat
keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut

memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?"
Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan
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Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir
untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. an-Nisa: 141)
f. Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menikah dengan laki-laki

lain maka hak hadanah hilang atau gugur.

g. Merdeka, sebab seorang budak tentulah sibuk dengan urusan tuannya,
sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak Kkecil
tersebut.*

D. Batas Usia Mumayyiz

Tidak dijumpai ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang menerangkan dengan
tegas tentang masa hadanah. Namun, hanya terdapat. isyarat-isyarat yang
menerangkan ayat tersebut.karena itu, para ulama berijtihad sendiri-sendiri
dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat tersebut. Seperti menurut
mazhab Hanafi, misalnya, hadanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu
tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya
sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan
tempatnya, dan sebagainya. Sedangkan masa hadanah wanita berakhir apabila ia
baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.*’

Dalam sumber lain dikatakan bahwa masa berlakunya hadanah akan
berakhir jika si-anak sudah bisa -mengurusi: dirinya sendiri atau sudah dewasa,
tidak lagi memerlukan pelayanan lagi seperti: makan sendiri, berpakaian sendiri,
mandi, dan lain-lain. Tetapi tidak ada batasan tentang waktu habisnya. Hanya
saja tolak ukur yang digunakan adalah tamyiz dan kemampuan mengurusi
dirinya sendiri, sudah bisa membedakan perkara-perkara baik dengan perkara-

perkara buruk, maka masa hadanahnya telah berakhir.*®

*3ayyid Sabig, op. cit, h. 27-31.

*"Timahi dan Sohari Sahrani, Figih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap..., him.
225.

*83lamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat: untuk fakultas Syariah komponen
Mdkd ..., him. 183.
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Pengikut mazhab Hanafi generasi akhir ada yang menetapkan bahwa
masa hadanah itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki, dan umur 11 tahun bagi
perempuan. Sedangkan Mazhab Syafi’i berpandangan bahwa batas
pemeliharaan anak itu selesai pada saat anak tersebut sudah mumayyiz, yakni
saat anak berusia 5 dan 6 Tahun. Dengan landasan hadis Nabi:

L@.aij\g...\uuu L«Smngumuy 8 Al Jiy JO

Anak diperintahkan untuk < memilih antara bapak dan ibunya
sebagaimana anak (anak yang-belum mumayyiz) perempuan ditetapkan antara
bapak dan ibunya.*®

Sedangkan pendapat Mazhab Syafi’i mengatakan bahwa hak ibu

mengasuh berakhir pada saat dia berumur 7 tahun, pada saat itu anak disuruh
memilih apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya. Berdasarkan hadis
Nabi:

Dari Abu Hurairah ra.bahwa seorang perempuan pernah berkata:Ya
Rasulullah, suamiku ingin membawa pergi-anakku padahal dia seorang anak
yang mampu memberi manfaat kepadamu, mengambilkan air minum dari sumur
Abu Inabah. Setelah itu suaminya pun datang. Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa
Sallam bersabda: wahai anak muda, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah
tangan salah satu daripada mereka seperti mana yang engkau inginkan. Dia
kemudian memegang tangan ibunya dan langsung dibawa pergi. (HR.Imam
Ahmad dan Al-Arba’ah, dinilai shahih oleh Al-Tirmidzi:1182).>

**Timahi dan Sohari Sahrani, Figih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.., him.
225.

*Syekh Abu Abdullah bin abd al-Salam Allusy, Ibanah Al-AhkamSyarah Bulugh Al-
Maram (Terjemahan: Ibanatu Al-Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram)dilid 3. Al-
HidayahPublication (Penerbit Asal; Dar al-Haramain, Jeddah): 2010), him.635.
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Berdasarkan peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak telah
dapat membedakan antara ibu dan ayahnya untuk ikut kepada salah satunya,
anak dipandang telah mampu menentukan pilihan apabila telah mencapai masa
tamyiz. Akan tetapi perlu dijadikan perhatian juga, siapapun yang akhirnya di
pilih oleh sang anak, keberhasilan pendidikan agar menjadi tanggung jawab
bersama-sama antara ayah dan ibunya. Segala sesuatu terkait anak, harus
dimusyawarahkan bersama, jangan sampai perceraian antara ayah dan ibu
membuat sianak menjadi korban. Anak yang mengikuti ayah jangan sampai
dipisahkan dari ibunya, begitu juga sebaliknya.>*

E. Hak Hadanah Dalam UU Perkawinan, dan KHI
1. Perspektif UU No 1/1974

Undang-Undang Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara
khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975
secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum Tahun 1989, para hakim
masih menggunakan Kkitab-kitab fikih. Barulah setelah diberlakukannya UU No.
1 tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, Masalah hadhanah menjadi hukum
positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa
dan menyelesaikannya.

Kendati * demikian, secara global sebenarnya Undang-Undang
Perkawinan telah memberi aturan pemeliharan anak tersebut yang dirangkai
dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Di dalam pasal 41 dinyatakan
:Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentimgan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan

keputusannya.

1A hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., him. 171.

2Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata; Wewenang Peradilan
Agama, (Jakarta: Rajawali Pers,2001), him. 53.
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2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas
istri.

Menyangkut kewajiban orangtua terhadap anak dimuat di dalam Bab X
mulai pasal 45-49.
Pasal 45

(1) Kedua orang-tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku
sampal anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana
berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang
baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib_ memelihara menurut kemampuannya,
orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu
memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak'yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum
pernah" melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang
tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di
dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48
Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau mengadaikan
barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18(delapan

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada
kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49
(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap
seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang
tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara
kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan
keputusan Pengadilan dalam hal-hal:



29

1. lasangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tesebut.

2. Perspektif KHI
KHI di dalam pasal-pasalnya menggunakan istilah Pemeliharaan anak
yang dimuat di dalam Bab XIV pasal 98-106. Beberapa pasal yang penting akan
dikutipkan di sini :

Pasal 98

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua
puluh satu ) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik
maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di
dalam.dan di luar Pengadilan.

(3) Pengadilan Agama dan menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang
mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak
mampu.

Pasal yang secara eksplisit mengatur ‘'masalah kewajiban pemeliharaan

anak dan harta jika terjadi perceraian hanya terdapat di dalam pasal 105 dan
pasal 106.

Pasal 105
Dalam hal terjadinya perceraian:
a. Pemeliharaan anak yang belum ‘mumayyiz atau belum berumur 12 (dua
belas) tahun adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.
Pasal 106
(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang
belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan
memindahkan atau mengadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak
jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu
kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.
(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena
kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)
Pasal 109
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Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan
hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila
wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau
menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang
yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal-pasal KHI tentang hadhanah menegaskan bahwa kewajiban
pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugas-tugas yang harus diemban
kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum mumayyiz tetap
diasuh oleh ibunya , sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum
mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak bagi ibu untuk
memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat
memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharaanya.

Para ulama sepakat bahwasanya hukum hadanah, mendidik dan merawat
anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadanah ini menjadi hak
orangtua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki
misalnya berpendapat bahwa hak hadanah itu -menjadi hak ibu sehingga dia
dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, hadanah itu
menjadi hak bersama antara orang tua-dan, anak. Bahkan menurut Wahbah a-
Zuhaily, hak hadanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika
terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan
sianak.>

Hadanah yang dimaksud dalam sirkus ini adalah kewajiban orang tua
untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.

Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu

**Martiman Prodjohamidjodjo, Hukum Perkawinan Indonesia,(Jakarta:Indonesia Legal
Center Publishing,2002), him.65.
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yang menjadi kebutuhan pokok sianak.’*Sedangkan yang dimaksud dengan

pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan

pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang

mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan

dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan

dikembangkannya ditengah-tengah masyarakat indonesia sebagai landasan

hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.>

Beranjak dari ayat-ayat al-Qur’an seperti yang terdapat di dalam surat

Lugman 12-19, setidaknya ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus

diajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut ini :

1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT.

2. Tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu yang lain.

3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak.

4. Mempergauli orang tua secara baik-baik (ma aruf).

5. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah
SWT.

6. Menaati perintah Allah SWT, seperti shalat amar ma aruf dan nahi munkar,
serta sabar dalam menghadapi sebagai cobaan.

7. Tidak sombong dan akuh.

8. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.

*Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di
Indonesia.him.293.

M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading,1975)
him.204.
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BAB TIGA
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH PADA
PERKARA NOMOR 002/PDT.G/2015/MS-BNA

A. Profil Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
1. Sejarah Mahkamah Syar’iyah

Pada masa Reformasi lahirnya UU No.18 Tahun 2001 tentang otonomi
khusus yang telah memberikan hak bagi provinsi Aceh untuk membentuk
peradilan Syari’at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah dalam
melengkapi dan mendukung pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh secara
sempurna, Kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2006 tentang
pemerintahan Aceh, pasal 128 ayat 4 yang memberikan kewenangan kepada
Masyarakat Aceh mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata, hukum
pidana yang berhubungan dengan ketentuan hukum materil maupun hukum
formil (hukum acara) khususnya tentang perdata Islam.

Di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini terdapat 20
Mahkamah Syar’iyah, salah satu diantaranya adalah Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh yang Kantornya berada dipusat kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota
Provinsi Aceh, dan mewilayahi/Yuridiksi-Kota Banda Aceh. Perlu diketahui
bahwa Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sejak awal zaman kemerdekaan
Republik Indonesia hingga saat ini telah - mengalami beberapa kali ganti nama
yang dulu disebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kutaraja, kemudian
Pengadilan Agama Banda Aceh, sekarang Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.
Sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Rl Nomor 11 Tahun 2003,
Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah
Syar’iyah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003,

*®Khairur Rijal, “Perlawanan Eksekusi Terhadap Harta Bersama Oleh Pelawan
(Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna)”
(Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
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Pengadilan Tinggi Agama yang ada di provinsi NAD diubah menjadi
Mahkamah Syar’iyah Provinsi NAD.
2. Kewenangan Mahkamah Syar’iyah

Mahkamah Syar’iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama
yang telah ada sebelumnya. Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah
Syar’iyah Provinsi adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan
kehidupan masyarakat dalam bidang-ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan
dalam Qanun. Kekuasaan-dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan
Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-
Undang Nomor.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara
di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
Perkawinan;
Waris;
Wasiat;
Hibah;
Wakaf;
Zakat;
Infaq;
Shadagah; dan

o o

a o

> «Q o

I. Ekonomi syari’ah.

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pada point a di
atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam
atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point b di atas, adalah
kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,

penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli
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waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Adapun yang
dimaksud dengan "ekonomi syari'ah™ adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang
dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank syari‘ah,
Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi syari‘ah; d) Reasuransi syari‘ah,
Reksa dana syari‘ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah
syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari‘ah, Dana
pensiun lembaga keuangan syari‘ah dan Bisnis syari‘ah.

Dalam melaksanakan amanat dari-Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun
2002 telah memberikan kewenangan  terhadap Mahkamah Syar’iyah untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama
dalam bidang Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Mu'amalah dan Jinayah. Maka dari itu,
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh disamping menangani perkara perdata juga
menangani perkara Jinayat.”’

3. Struktur Organisasi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Sruktur kepengurusan/organisasi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
kelas 1-A dipimpin oleeh seorang ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua.
Wakil ketua membawahi dua bidang yaitu Panitera dan Sekretaris. Setiap bidang
mempunyai beberapa bagian dibawahnya. Bidang Panitera membawahi bagian
Pamud Permohonan, Pamud Gugatan, pamud Jinayah, Pamud Hukum serta
memiliki beberapa staf pada bagian-bagian tersebut.

Bidang Sekretaris membawahi bagian Kasubbag Perencanaan teknologi
dan pelaporan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag
Umum dan Keuangan serta memiliki beberapa Staf pada bagian-bagian tersebut.
Sedangkan Hakim berkoordinasi langsung dengan ketua Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh.

*"https://ms-bandaaceh.qgo.id, Sejarah Mahkamah Syar’iyah Di Aceh. Diakses melalui
situs: https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/ pada tanggal 21 Oktober 2020.
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B. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam
Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna
Dalam memutuskan perkara ini majelis hakim Mahkamah Syar’iyah

Banda Aceh dalam putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna maka diantara
putusan hakim yang mempengaruhi perkara ini adalah sebagai berikut:

Menimbang: 1. Pada pertimbangan pertama hakim mengatakan bahwa
bukti P.1 dapat diterima sebagai bukti identitas pemohon dan termasuk dalam
wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

P.1 meliputi 2 (dua) buku nikah berserta fotokopinya Nomor
52/18/11/2006 tanggal 12 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, fotokopi tersebut telah diberi
materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh ketua majelis hakim diberi tanda (P.1)

Menimbang: 2. Pada pertimbangan kedua hakim mengatakan bahwa
bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi terbukti pemohon dan termohon terkait
dalam perkawinan yang sah.

P.2  meliputi  fotokopi Kartu = Tanda  Penduduk  Nomor
1171031010560002, tanggal 18 Januari 2012,  yang dikeluarkan oleh
Disnakerduk Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua
majelis hakim diberi tanda (P.2)

Di samping bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan
2 (dua) orang saksi di persidangan. Di antara 2 (dua) orang saksi yang
dihadirkan oleh pemohon vyaitu saksi 1 bernama bin Maksede dan saksi 2
bernama bin Abdurrahman, saksi 1 dan saksi 2 memberikan keterangan di depan
majelis hakim di persidangan. Berdasarkan bukti P-1 dan P-2 saksi 1 dan saksi 2
pemohon, terbukti kejadian tersebut sebagai berikut:

Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 3 September
2015 sesuai agama Islam, keduanya tinggal bersama dan di karunia 1 anak laki-

laki, puncak persilisinan dan pertengkaran terjadi sekitar tanggal 20 Januari
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2010 berakibat keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung
5 tahun lamanya. Berdasarkan fakta-fakta dapat di simpulkan fakta hukumnya
sebagai berikut:
1. Rumah tangga keduanya telah terjadi perselisinan dan pertengkaran
secara terus-menerus.
2. Akibat persilisahan dan pertengkaran tersebut keduanya pisah rumah.
3. Keduanya tidak dapat dirukunkan kembali oleh keluarganya.

Menimbang: 3. Pada pertimbangan ketiga hakim mengatakan bahwa
termohon telah dipanggil -secara resmi dan- patut tetapi tidak hadir di
persidangan, dan tidak pula menyuruh orang  lain sebagai kuasanya
dipersidangan, kemudian tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh
suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya patut dinyatakan termohon
tidak hadir, maka perkara ini diproses dengan mengacu pada Pasal 149 ayat (1)
R.Bg.

Maksud dari Pasal 149 ayat (1) R.Bg, menyatakan bahwa: Bila pada
yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan
sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan
tanpa kehadirannya (Verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri

itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Dengan dasar ini jelas bahwa bila tergugat atau termohon pada hari yang
telah ditentukan tidak hadir, meskipun dia telah dipanggil dengan sepatutnya
tetapi ia tetap tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka hakim
dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan verstek. Hal ini dapat
dikecualikan apabila ternyata menurut pengadilan bahwa gugatan tidak
mempunyai dasar hukum atau alasan, meskipun tergugat atau termohon tidak
hadir, maka hakim dapat menjatuhkan putusan gugatannya tidak dapat
dikabulkan.

Menimbang: 4. Pada pertimbangan keempat bahwa perkara ini tidak
dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir, namun majelis hakim
sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
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2009 jo. 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
sudah mengupayakan nasehat dan saran-saran agar pemohon dapat rukun
kembali akan tetapi tidak berhasil.

Maksud dari penjelasan diatas, selain perkara ini tidak dapat dimediasi

karena termohon tidak pernah hadir, hal ini juga dapat dilihat dengan keterangan
saksi 1 pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah pernah saksi
memberikan nasehat dan saran-saran namun tidak berhasil dan saat ini tidak
mungkin lagi dirukunkan kembali dikarenakan mereka telah berpisah tempat
tinggal sudah lebih kurang 5 tahun-lamanya. Kemudian saksi 2 memberikan
keterangan bahwa pemohon dengan termohon pernah didamaikan oleh aparat
desa namun tidak berhasil, dan sekarang tidak mungkin lagi dirukunkan mereka.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989-yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa: Pada sidang pertama
pemeriksaan gugatan perceraian, hakim "berusaha mendamaikan kedua pihak.
majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat dan saran-saran kepada
pemohon agar.-dapat dipertahankan perkawinannya namun tidak berhasil, dan
perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena termohon tidak pernah
hadir dipersidangan.

Menimbang: 5. Pada pertimbangan. kelima bahwa pemohon selaku
Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkan surat izin dari atasannya dengan
demikian telah terpenuhi persyaratan permohonan perceraian sebagaimana
maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990, dan segala sesuatu yang menyangkut dengan dan akibat
permohonan perceraian tunduk sepenuhnya kepada Peraturan Pemerintah
tersebut.

Berdasarkan keterangan pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah

menyertakan surat izin atasan Nomor 474.2/546 tanggal 24 Agustus 2015.

Menimbang: 6. Pada pertimbangan keenam hakim mengatakan bahwa
dalil yang dijadikan dasar permohonan pemohon dimana pemohon dengan
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termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan
lagi rukun dalam rumah tangganya karena termohon terlalu cemburu kepada
pemohon, dan mereka telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih
kurang 5 tahun lamanya, dalil tersebut dapat dijadikan alasan perceraian
sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan keterangan saksi. pertama pemohon yang memberikan
kesaksian bahwa semula rumah-tangga mereka rukun kemudian mereka terjadi
perselisinan dan sejak Tahun 2010 mereka telah berpisah tempat tinggal, yaitu
pemohon tinggal- di Surien sedangkan termohon -di Beurawe. Kemudian
berdasarkan keterangan saksi kedua pemohon menyatakan bahwa semula rumah
tangga mereka rukun kemudian terjadi cekcok dan mereka sejak Tahun 2010
mereka telah berpisah tempat tinggal, yaitu pemohon tinggal di Surien
sedangkan termohon di Beurawe. Berdasarkan keterangan saksi pemohon
tersebut maka majelis hakim berdasarkan dalil tersebut dapat dijadikan alasan
perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Menyatakan bahwa: antara suami dan isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga. Maka hal ini dapat dikatakan perceraian dapat terjadi
karena alasan tersebut pada Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Selanjutnya pada Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa: antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.

Menimbang: 7. Pada pertimbangan ketujuh hakim mengatakan bahwa
permohonan pemohon mempunyai dasar hukum serta beralasan dan berdasarkan
bukti saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah telah dapat
meneguhkan dalil permohonan pemohon.
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Berdasarkan bukti saksi satu bin Maksede, umur 48 Tahun , agama

Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal Gampong Ceurih,

Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpahnya

sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon mereka benar sebagali
suami isteri yang telah menikah dan telah mempunyai 1 orang anak dan
dan anak tersebut dalam asuhan pemohon.

Bahwa semula rumah tangga mereka rukun kemudian mereka terjadi
perselisinan dan sejak Tahun 2010 mereka telah berpisah tempat tinggal,
yaitu pemohon-tinggal di Surien sedangkan termohon di Beurawe.
Bahwa pemohon telah pernah saksi memberikan nasehat dan saran-saran
namun tidak berhasil dan saat ini tidak mungkin lagi dirukunkan kembali
dikarenakan mereka telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang
dari 5 tahun lamanya.

Bahwa mengenai anak, pemohon sanggup mengurusinya yaitu sejak
anak tersebut berpisah dengan tbunya dari-umur 2,5 Tahun sampai
sekarang sudah berumur lebih kurang 8 Tahun dan tidak ada kendala
apa-apa terhadap anak tersebut.

Berdasarkan bukti saksi kedua bin Abdurrahman, umur 52 tahun, agama

Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Sekretaria Desa, tempat kediaman di Gampong

Surien,

Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah

sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon mereka benar
sebagai suami istri dan telah mempunyai 1 orang anak.

- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun kemudian terjadi cekcok
dan mereka sejak Tahun 2010 mereka telah berpisah tempat tinggal,
yaitu pemohon tinggal di Surien sedangkan termohon di Beurawe.
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- Bahwa pemohon dengan termohon pernah didamaikan oleh aparat
desa namun tidak berhasil, dan sekarang tidak mungkin lagi
dirukunkan mereka.

- Bahwa Mengenai anak, pemohon sanggup untuk mendidiknya dan
sampai sekarang anak tersebut sehat dan tidak ada kendala sesuatu
apapun.

Menimbang: 8. Pada pertimbangan kedelapan hakim mengatakan bahwa
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dimaksud Pasal
70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f), Kompilasi
Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan sekaligus keutuhan rumah
tangga para pihak sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu
beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang: 9. Pada pertimbangan kesembilan hakim mengatakan
bahwa permohonan pemohon posita angka 8 petitum angka 3 setentang
pengasuhan anak laki-laki yang  berumur 8 tahun agar berada dibawah
pengasuhannya, majelis hakim menemui fakta dari keterangan pemohon dan
keterangan saksi-saksinya bin Maksede dan bin Abdurrahman pada intinya anak
tersebut sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sudah
diasuh oleh pemohon atas dasar telah diserahkan anak tersebut oleh termohon
kepada pemohon yaitu dari umur anak 2,5 tahun dan sekarang sudah berumur 8
tahun, tidak ada ditemui hal-hal yang menyimpang dari kepatutan dan kewajaran
terhadap anak tersebut, kemudian juga termohon tidak pernah menjemput
anaknya kecuali terakhir ini anak. itu_sendiri yang mengunjungi termohon
(ibunya) itupun tidak bermalam-bersama ibunya, dengan demikian majelis
hakim berpendapat terhadap anak laki-lakinya tersebut yang masih berumur 8
tahun tetap berada dibawah asuhan pemohon sampai umur anak tersebut
mumayyiz.

Menimbang: 10. Pada pertimbangan kesepuluh hakim mengatakan
bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka perlu
memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat
kediaman para pihak dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang: 11. Pada pertimbangan kesebelas hakim mengatakan bahwa
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
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Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada pemohon.
Berdasarkan analisis penulis terhadap pertimbangan majelis hakim

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-
Bna di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa
pemohon menyatakan dalam kesimpulan akhirnya ia tetap pada permohonannya
dan memohon putusan. Menimbang, bahwa ayah anak itu adalah orang yang
layak untuk mengasuh anaknya tersebut. Selain itu berdasarkan keterangan bukti
saksi satu bin Maksede, umur.48 Tahun,-agama Islam, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil tempat tinggal Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota
Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpahnya, menyatakan bawah dalam
kesaksiannya bahwa mengenai anak, pemohon sanggup mengurusinya yaitu
sejak anak  tersebut berpisah dengan ibunya dari umur 2,5 tahun sampai
sekarang sudah berumur lebih kurang 8 tahun dan tidak ada kendala apa-apa
terhadap anak tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan bukti saksi kedua bin
Abdurrahman, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan
Sekretaria Desa, tempat kediaman di Gampong Surien, Kecamatan Meuraxa,
Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpahnya, menyatakan bahwa dalam
kesaksiannya bahwa Mengenai anak, pemohon sanggup untuk mendidiknya dan
sampai sekarang anak tersebut sehat dan tidak ada kendala sesuatu apapun.
Kemudian sejak anak itu berumur 2,5 dan'sekarang sudah berumur 8 tahun,
tidak ada ditemui hal-hal yang menyimpang dari kepatutan dan kewajaran
terhadap anak tersebut selama dalam asuhan ayahnya.

Kemudian termohon selaku ibu kandung dari anak tersebut telah
dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan, dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai kuasanya dipersidangan, kemudian tidak ternyata
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum,

karenanya patut dinyatakan termohon tidak hadir, maka perkara ini diproses
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dengan mengacu pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Di samping itu perkara ini tidak
dapat dimediasi karena termohon tidak pernah hadir.

Selain itu ibunya tidak bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri hal
ini terbukti sejak anak itu berumur 2,5 dan sekarang sudah berumur 8 tahun,
anak tersebut sudah dititipkan kepada sang ayah, kemudian juga termohon tidak
pernah menjemput anaknya kecuali terakhir ini anak itu sendiri yang
mengunjungi termohon itupun tidak bermalam bersama ibunya.

Selanjutnya pemohon selaku-Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkan
surat izin dari atasannya dengan demikian telah terpenuhi persyaratan
permohonan perceraian sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 jo./Berdasarkan dalil yang dijadikan dasar permohonan pemohon
dimana pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan secara terus
menerus dan tidak ada harapan lagi rukun dalam rumah tangganya karena
termohon terlalu cemburu kepada pemohon, dan mereka telah berpisah tempat
tinggal sampai sekarang lebih kurang 5 tahun lamanya, dalil tersebut dapat
dijadikan alasan perceraian.

Selanjutnya permohonan pemohon ‘mempunyai dasar hukum serta
beralasan dan berdasarkan bukti-saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah
sumpah telah ‘dapat meneguhkan -dalil. permohonan pemohon. Menimbang,
bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dimaksud
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f),
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan sekaligus
keutuhan rumah tangga para pihak sudah tidak mungkin dapat dipertahankan
lagi, oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan
pemohon.

Maka majelis hakim menemui fakta dari keterangan pemohon dan

keterangan saksi-saksinya bin Maksede dan bin Abdurrahman pada intinya anak
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tersebut sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sudah
diasuh oleh pemohon atas dasar telah diserahkan anak tersebut oleh termohon
kepada pemohon yaitu dari umur anak 2,5 tahun dan sekarang sudah berumur 8
tahun, tidak ada ditemui hal-hal yang menyimpang dari kepatutan dan kewajaran
terhadap anak tersebut, kemudian juga termohon tidak pernah menjemput
anaknya kecuali terakhir ini anak itu sendiri yang mengunjungi termohon itupun
tidak bermalam bersama ibunya, dengan demikian majelis hakim berpendapat
terhadap anak laki-lakinya tersebut.yang -masih berumur 8 tahun tetap berada

dibawah asuhan pemohon.sampai umur anak tersebut mumayyiz.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna

Hadanah dalam Islam hukumnya wajib karena anak-anak yang tidak
diasuh akan terancam keselamatannya. Karena itu hadanah hukumnya wajib
sebagaimana wajibnya memberi nafkah kepadanya. Hadanah membutuhkan
sikap yang arif, penuh perhatian, dan-kesabaran.

Berdasarkan hukum Islam hadanah merupakan hak bagi anak-anak yang
masih kecil, ‘karena dia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan
urusannya dan orang yang mendidiknya. Dan sesuai dengan putusan dan
pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda aceh terhadap anak yang
belum mumayyiz ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadanah demikian
ini, karena Rasullullah saw dalam hadistnya bersabda:“Engkau (ibu) lebih
berhak terhadapnya (anak) ’hadist Riwayat Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim.

Pendidikan yang paling penting ialah anak kecil dalam pangkuan ibu-
bapaknya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara
baik akan menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta
mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.

Jika terjadi perceraian antara ibu dan ayahnya, sedangkan mereka mempunyai
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anak maka ibunyalah yang berhak terhadap anak tersebut dari pada ayahnya,
selama tidak ada sesuatu alasan yang mencegah ibu terhadap hadanah tersebut.

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa hak asuh anak (hadanah) ada
ditangan si ibu selama dia belum menikah lagi. Apabila dia telah bersuami lagi
dan sudah digauli oleh suaminya yang baru maka gugurlah hak asuh anak
(hadanah).

Menurut pendapat imam Hanafi dalam salah satu riwayatnya: ibu lebih
berhak atas anaknya hingga anak itu dewasa dan dapat berdiri sendiri dalam
memenuhi keperluan makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwudhu.
Setelah itu, bapaknya 'lebih berhak untuk memeliharanya. Khusus anak
perempuan, ibu‘lebih berhak memelihara hingga dia dewasa, dan tidak diberi
pilihan. Hal ini juga dikuatkan oleh hadis Nabi SAW:

s = whag & Jo— 0 J525 Eaet J6 Ol of 22 (LB 290 e 4l 22

L.

Tl a3 el s Mg Ay 3758 Wy slIg G 35 s

Dari Abu Abdurrahman Al Hubuli dari Abu Ayyub ia berkata; Aku
mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: *Barang siapa yang
memisahkan antara orang tua dan anaknya, niscaya pada hari kiamat Allah akan
memisahkannya antara ia dan kekasihnya. (HR. Tirmidzi dan Al-Darimi).*®

Ulama syafi’iyah berpendapat jika suami istri-bercerai dan punya anak
yang sudah mumayyiz, baik lelaki maupun perempuan, yaitu menginjak usia
tujuh tahun. Dan kedua orang tuanya sama—sama layak mengurus hadanahnya,
baik dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang, kemudian keduanya

saling berebut untuk mengasuh anak tersebut maka si anak dipersilahkan untuk

*8Abu Isa Al Turmuzi, Sunan Al- Turmuzi, Cet I1, Jilid 111 (Mesir: Syirkah Maktabah
Wa Mathba’ah Mustafa Albaabi Al Halabii, 1395). him. 572.
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memilih salah satu di antara keduanya. Siapa saja yang dipilih maka dialah yang
berhak untuk mengasuh anak tersebut.

Hal inilah yang dijadikan rujukan oleh majelis hakim Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara pengalihan hak asuh anak di
bawah umur kepada ayahnya akibat perceraian dalam  kasus
No0.0200/Pdt.G/2015/MS-Bna) dimana hak asuh anak tersebut jatuh kepada
ayahnya sesuai pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Ulama Hanabilah sependapat dengan ulama Syafi’iyah, yaitu jika anak
laki-laki yang normal (tidak idiot) sudah mencapai usia tujuh tahun maka ia
dipersilahkan untuk-memilih salah satu dari kedua orang tua, kalau memang
keduanya berebut untuk mengurusnya. Siapa saja yang dipilih maka ia berhak
untuk mengurus anak tersebut. Kemudian jika telah memilih dan diserahkan
lantas si anak memilih orang lain, ia diberikan kepada orang tua yang dipilih
terakhir. Seorang anak lelaki juga dipersilahkan memilih antara ibunya dan
kerabatnya, karena imam Ali juga mempersilahkan' Imarah al-Jurni untuk
memilih antara ibu dan pamannya.®

Seorang anak lelaki dipersilahkan memilih dengan dua syarat:

Pertama, kedua orang tuatermasuk orang yang layak untuk mengurus
hadanah. Jika salah satu dari keduanya tidak layak maka hadanah jelas diberikan
kepada yang layak.

Kedua, anak yang akan diasuh tidaklah idiot, jika anak tersebut idiot
maka hadanah diserahkan kepada ibunya tanpa harus memilih karena anak idiot
layaknya seorang bayi, meskipun fisiknya sudah besar. Karena itu sang ibulah
yang berhak untuk mengurus hadanah nya setelah baligh.®

Sedangkan anak perempuan jika sudah mencapai usia tujuh tahun maka

sang ayah yang lebih berhak untuk mengurusnya tanpa diberi kesempatan

¥ibid
8%\Wahbah Al-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10. HIm 81.
11bid.
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memilih menurut Hanabilah. Adapun hukum memberikan kebebasan memilih
kepada anak adalah tidak diperbolehkan karena ia belum bisa berkata dengan
baik dan belum mengetahui nasib-nya. Mungkin saja apabila ia diberikan
kebebasan untuk memilih, maka ia akan memilih salah satu dari orang tuanya
yang justru lebih banyak menyediakan porsi bermain kepadanya, tidak mau
mendidiknya dengan baik, dan memberikan kebebasan seluas-luasnya
kepadanya untuk memenuhi keinginan nafsunya. Selain itu, di kemudian hari,
mungkin juga hidupnya akan hancur.®Namun, hal ini berseberangan dengan
pendapat Syafi’iyah. Alasannya, karena tujuan hadanah adalah untuk
kemashlahatan dan-itu. bagi perempuan di atas tujuh tahun bisa tercipta jika
diurus oleh ayahnya.

Penjelasan diatas merupakan ketentuan yang berkaitan dengan anak laki-
laki. Adapun ketentuan untuk anak perempuan, menurut Syafi’i ia tetap
diberikan kebebasan memilih layaknya anak laki-laki. Abu Hanifah berpendapat
bahwa ibunya lebih berhak untuk membawanya hingga sianak menikah atau
baligh. Sementara itu, imam Malik berpendapat bahwa ibunya lebih berhak
untuk membawa sianak hingga dia menikah dan sudah digauli oleh suaminya.
Adapun menurut mazhab Hanabilah, ayahnya lebih berhak membawa sianak,
jika dia sudah mencapai usia sembilan-tahun. Namun, jika ia belum mencapai
usia itu, ibunya lebih berhak mengasuhnya hingga ia mencapai usia sembilan
tahun.”

Seiring dengan perkembangan pandangan hukum Islam maka ketentuan
hukum vyang ditetapkan dalam Undang-Undang juga memberikan jalan
beralihnya kuasa pengasuhan terhadap anak, di antara penyebab beralihnya
kuasa pengasuhan anak dari ibu kepada ayah karena dipenggaruhi oleh faktor-
faktor kepentingan anak yang menghendaki hal tersebut. Kuasa pengasuhan
anak tidak semata-mata karena hal finansial. Tetapi hal yang paling mendasar

®2Sayyid Sabig, Figih Sunnah..., him. 38-39.
pid.
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sebagai pertimbangan pengadilan terhadap pihak yang ditunjuk sebagai
pemegang kuasa hak asuh adalah karena faktor perilaku dan moral baik yang
dimiliki pemegang atas hak asuh anak tersebut.

Aturan yang dapat dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi
hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam
Pasal 105 KHI yang menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum_mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharan;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hakim juga berpegangan pada Sayyid Sabiq dalam Figh Sunnah, yang
mana memberikan persyaratan hak asuh salah satunya adalah amanah dan
berbudi. Karena orang yang curang tidak akan aman bagi anak kecil dan tidak
dapat dipercaya akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.®*

Setelah -batas dari usia mumayyiz, maka anak bebas memilih untuk
tinggal bersama ibu atau ayahnya. Meskipun pada dasarnya kedudukan ibu atau
ayah itu sama tanpa adanya perbedaan, .tapi keputusan utamanya tetap berada
pada sianak setelah usianya. mencapal. batas mumayyiz. Pada dasarnya
penetapan keputusan oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh itu guna
mengurangi ketegangan sengketa oleh kedua pihak yang berseteru guna
memenangkan hak pengasuhan anak.

Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai
anak yang berada di bawah umur (mumayyiz), maka istri yang lebih berhak
untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan maslahatan

dirinya.

%4Sayyid Sabig, Figh Sunnah 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
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Setelah penulis menganalisis kasus hadanah perkara Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS.Bna. Dengan menggunakan teknis analisis data berupa
analisis isi (content analysis) atau kritis, penulis mengambil kesimpulan
bahwasanya putusan majelis hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan
hukum positif, yaitu KHI Pasal 156 poin ¢ yang menyatakan:

“apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan
jasamani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi,
maka atas permintaan kerabat-yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat
memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah
pula”.

Maksud dari keselamatan rohani sebagaimana yang telah dijelaskan
dalam KHI tersebut, dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki
sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam
asuhannya. Sedangkan anak asset negara yang harus mendapat perhatian lebih
serta orang tua menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tumbuh dan
berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya, hal ini sesuai
dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak. Dan terbukti dalam putusan perkara ini pemegang hak
hadanah yaitu ibu dari anak penggugat dan tergugat tidak mampu untuk
memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh yang
tidak baik bagi anak dengan cara meninggalkan anak sejak umur 2,5 tahun.
Maka dari itu majelis hakim menetapkan hak asuh bagi anak yang belum
mumayyiz kepada ayah selaku ayah kandungnya.

Anak yang masih kecil masih belum mengetahui kemaslahatan bagi
dirinya, mereka masih membutuhkan keberadaan orang lain untuk membantu
menangani urusan-urusannya dan memberi pemeliharan bagi dirinya, yaitu
dengan mencurahkan kebaikan-kebaikan dan menghindarkannya dari bahaya-

bahaya serta mendidiknya dengan pendidikan yang baik.
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Berdasarkan Pasal 105 KHI seorang anak boleh memilih untuk tinggal
dengan ayah atau ibunya jika sudah berumur 12 tahun keatas, tetapi jika belum
berumur 12 tahun maka hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Namun aturan bukan
tanpa pengecualian, jika pengasuhan sianak dikhawatirkan akan merugikan
sianak, maka hadanah boleh dialihkan kepada kerabat.

Tetapi fakta yang terjadi di lapangan menunjukan tidak selamanya hak
asuh anak langsung diberikan kepada kerabat dari ibu jika si ibu tidak sanggup
menjamin tumbuh kembang si anak. Ada banyak kasus dan putusan yang
menunjukan hak asuh anak diberikan majelis hakim kepada ayah, karena majelis
hakim mempunyai_pertimbangan tersendiri misalnya dalam hal termohon yang
telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir. Anak tersebut sejak berpisah
tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah diasuh oleh pemohon atas
dasar telah diserahkan anak tersebut oleh termohon kepada pemohon yaitu dari
umur anak 2,5 tahun dan sekarang sudah 8 tahun, tidak ada ditemui hal-hal yang
menyimpang dari kepatutan dan kewajaran terhadap anak tersebut, kemudian
juga termohon tidak pernah menjemput anaknya kecuali anak itu sendiri yang
mengunjungi _termohon itu pun tidak bermalam bersama itbunya, dengan
demikian majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut tetap berada di bawah

asuhan pemohon sampai anak tersebut telah mumayyiz.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam hal penyelesaian
perkara Pemberian Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat
Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS.Bna), penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan hakim yang memutuskan perkara  Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS.Bna. Pertimbangan hukum yang digunakan yakni
HIR Pasal 125 ayat (1), yang intinya memutuskan perkara ini dengan
verstek atau karena tanpa hadirnya termohon, hakim juga berlandaskan atas
fakta hukum yang akan terjadi di persidangan. Selain itu dalam putusan ini
Majelis Hakim menetap hak asuh dengan hukum positif, yaitu Pasal 156
poin ¢ KHI dan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak. Serta bukti dalam putusan perkara ini pemegang hak
asuh vyaitu ibu dari anak termohon dan pemohon tidak mampu untuk
memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh yang
tidak baik bagi anak dengan cara meninggalkan anak sejak umur 2,5 tahun.
Maka dari itu majelis hakim menetapkan-hak asuh bagi anak yang belum
mumayyiz kepada ayah selaku ayah kandungnya.

2. Menurut pandangan hukum Islam dan undang-undang yang berhak
mendapatkan hak asuh anak bagi yang belum mumayyiz atau dibawah umur
ketika terjadi perceraian yakni pihak istri (ibu) yang lebih berhak untuk
mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan
dirinya, karena ibu lebih mampu mengurusnya serta mendidiknya.
Berdasarkan Pasal 105 KHI dan hadits Rasulullah SAW tentang
pemeliharaan anak. Pengasuh anak menjadi hak mantan istri (ibu)

sepanjang istri (ibu) masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami baru.



Namun walaupun pihak ibu yang lebih berhak atas hak asuh anak tetapi
dalam kondisi tertentu ayah juga dapat memperoleh hak asuh sepanjang ibu
tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 156 poin ¢ KHI
bahwa dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki sifat
kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam
asuhannya. Sedangkan anak asset Negara yang harus mendapat perhatian
lebih serta orang tua menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya.

B. Saran

1.

Kepada majelis- hakim Mahkamah Syar’iyah .Banda Aceh dalam
memberikan pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya
harus memiliki pertimbangan terhadap ketentuan dalam pasal 105 KHI.
Kepada ayah harus memberikan pendidikan dan tempat tinggal yang layak
bagi anaknya, selain itu ayah juga harus memperhatikan tumbuh kembang
sianak apalagi si anak sudah jauh dari ibunya, bila ada waktu luang ajak
sianak ketempat ibunya karena anak yang masih 8 tahun masih sangat
membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Kepada 1bu meskipun majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
telah menjatuhkan putusan hak asuh anak diberikan kepada siayah, namun
ibu tetap harus sering menjumpal anaknya, memberikan perhatian, supaya

anak tersebut tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya..
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